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Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Undang — undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
» Pasal 315 ayat 2 berbunyi
(2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
» Pasal 316 berbunyi
1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai temuan dan
menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota.

2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada
PPK;

» Pasal 317 berbunyi

1.

2.

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan
Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, terhadap kemungkinan
adanya:

a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota,
sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota
melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif
yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang
sedang berlangsung; atau

b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim
kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana
Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bawaslu Kabupaten/Kota:

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan
pelaksanaan Kampanye Pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye
Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU
Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk
ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak
pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu
oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota,
sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

» Pasal 318 berbunyi

1)

Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran
terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a yang merupakan
pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya

laporan;
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2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran
administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta
Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota
menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU
Kabupaten/Kota;

3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan
yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran
administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta
Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.

4) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan
pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye
Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris dan Pegawai
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan
laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi.

C. Sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024 pada tanggal 28
November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023, maka Bawaslu Kabupaten
Bangka Tengah dengan ini menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Tengah untuk mempedomani Pasal 315 ayat 2, Pasal 316, Pasal 317 dan Pasal
318 Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang.
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